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ABSTRAK
Arbitrase Hubungan Industrial (“arbitrase”) merupakan lembaga tripartit yang
diberikan kewenangan oleh UU PPHI untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan
dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan. Para Pihak yang
berselisih justru menyelesaikan perselisihan hak melalui arbitrase. Permasalahan dalam
penelitian ini: apakah proses penyelesaian perselisihan hak di Lingkungan PT Freeport
Indonesia tanggal 27 September 2014 s/d 21 Februari 2015 telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku; dan apakah putusan Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial di Lingkungan PT Freeport Indonesia tanggal 21
Februari 2015 sah, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengikat Para
Pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Data diolah
dengan metode kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Kesimpulan
penelitian adalah: proses penyelesaian perselisihan hak setelah ada kegagalan
perundingan bipartit melalui arbitrase, bukan proses yang sesuai dengan UU PPHI; dan
putusan arbitrase tersebut tidak sah karena tidak terdapat eksistensi arbitrase yang
memenuhi syarat pembentukan arbitrase (antara lain: seluruh arbiter tidak terlisensi
Kementerian Ketenagakerjaan RI), kepala putusan tidak sesuai UU PPHI, dan
perselisihan hak bukan kewenangan arbitrase, sehingga tidak mengikat para pihak.
Kata Kunci: Arbitrase Hubungan Industrial, Perselisihan Hak.
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Arbitrase Hubungan Industrial yang diatur dalam UU PPHI disebut juga arbitrase khusus
perburuhan.1 Arbitrase Hubungan Industrial dalam UU PPHI merupakan ketentuan khusus (lex
specialis) dari ketentuan umum (lex generalis) Arbitrase di bidang perdagangan/bisnis yang
secara umum telah diatur lebih dahulu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase dan APS”). Arbiter yang
berwenang menyelesaikan sengketa hubungan industrial, haruslah Arbiter Hubungan Industrial
yang telah memperoleh lisensi/penetapan dari Menteri Tenaga Kerja. 2 Sejalan dengan itu,
dikenal asas hukum lex specialis derogat legi generalis, 3 sehingga dalam menyelesaikan
permasalahan perselisihan hubungan industrial melalui forum arbitrase, ketentuan yang
diberlakukan adalah ketentuan arbitrase yang telah diatur secara khusus dalam UU PPHI.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 059K/Pdt.Sus/2011, tergugat dalam perkara tersebut
mengajukan eksepsi terhadap kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam mengadili
perkara perselisihan hubungan industrial, karena terdapat klausul penyelesaian setiap sengketa
hubungan industrial melalui arbitrase berdasarkan UU Arbitrase dan APS.4 Mahkamah Agung
menolak kasasi Para Tergugat (Pemohon Kasasi), sekaligus menguatkan pertimbangan judex
facti yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Arbitrase dalam perkara perselisihan
hubungan industrial hanya dapat dilakukan berdasarkan Pasal 29 UU PPHI, yaitu Arbiter
Hubungan Industrial yang hanya berwenang menyelesaikan perselisihan kepentingan dan
perselisihan antar serikat pekerja/buruh.5
PT Freeport Indonesia dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia Energi dan
Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (“PUK SPKEP SPSI”) PT Freeport Indonesia
1 Juanda Pangaribuan, Op.Cit., hal. 99.
2 Ibid., hal. 100.
3 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), h. 56. Menurut Bagir Manan,
ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex specialis derogate legi generalis, yaitu:
1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam
aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan lex generalis (undang-undang
dengan undang-undang);
3. Ketentuan-ketentuan lex specialis harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan lex
generalis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama
termasuk lingkungan hukum keperdataan.
4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 059K/Pdt.Sus/2011, h. 8.
5 Ibid., h. 19.
telah menyepakati penyelesaian perselisihan menggunakan forum arbitrase berdasarkan
Kesepakatan antara Manajemen PT Freeport Indonesia dengan PUK SPKEP SPSI. Perselisihan
ini bermula pada tanggal 27 September 2014, yang mana telah terjadi kecelakaan kerja di
Tambang Grasberg, Provinsi Papua, Indonesia yang menyebabkan 4 (empat) orang pekerja
meninggal dunia, 2 (dua) orang pekerja luka berat, dan 3 (tiga) orang pekerja luka ringan.
Terhadap kecelakaan kerja tersebut pada tanggal 1 Oktober 2014 para pekerja melakukan
pemblokiran jalan dan melakukan mogok kerja.
Pada tanggal 31 Oktober 2014 ditandatangani Kesepakatan New Era, pada intinya memuat
bahwa semua pekerja yang ikut dalam penghentian kerja, akan diproses melalui arbitrase.
Kesepakatan antara Manajemen PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport
Indonesia yang tertuang dalam Kesepakatan New Era, khususnya dalam angka 6 yang
menyatakan “kasus-kasus hubungan industrial di PT Freeport Indonesia akan diselesaikan
melalui proses Arbitrase dan keputusan dari Arbitrase adalah final”, dan Kesepakatan antara
Manajemen PT Freeport Indonesia dan PUK SPKEP SPSI PT Freeport Indonesia tentang
Penunjukan Panel Abitrase Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 29
Desember 2016, jelas menunjukan bahwa forum arbitrase yang disepakati oleh para pihak tidak
memenuhi ketentuan UU PPHI yang merupakan lex specialis. Antara lain karena perselisihan
yang timbul jelas bukan merupakan perselisihan yang masuk dalam kewenangan Arbitrase
Hubungan Industrial, dan tidak semua arbiter yang dipilih Para Pihak merupakan arbiter yang
ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, serta kepala putusan yang tidak memenuhi persyaratan
yang telah diatur dalam UU PPHI.
2. Masalah
a. Apakah proses penyelesaian perselisihan hak yang terjadi di Lingkungan PT Freeport
Indonesia pada tanggal 27 September 2014 hingga 21 Februari 2015 telah sesuai dengan
peraturan yang berlaku?
b. Apakah putusan Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Perselisihan  Hubungan Industrial
di Lingkungan PT Freeport Indonesia tanggal 21 Februari 2015 sah dan telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dan mengikat para pihak?
B. Metode Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek penelitian yang digunakan adalah proses penyelesaian perselisihan hak yang
terjadi di PT Freeport Indonesia dari tanggal 27 September 2014 hingga diputusnya
Keputusan Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di
Lingkungan PT Freeport Indonesia tanggal 21 Februari 2015, antara PT Freeport Indonesia
dengan Para Pekerja yang diwakili oleh PUK SPKEP SPSI. Panel Arbitrase Khusus
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial telah memeriksa, memutus dan mengadili
perkara perselisihan hubungan industrial ini.
2. Tipe Penelitian
Penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, 6 yaitu
mengenai asas-asas hukum yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan hubungan
industrial  yang terjadi.
3. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis.
Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan
gambaran penerapan UU PPHI dalam proses penyelesaian perselisihan hak.
4. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.7 Data primer
dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber yang dinilai memiliki
pemahaman/kompetensi, sejauh dalam batas-batas metode penelitian normatif.
Narasumber tersebut, yaitu:
1) Faisal Izza, S.H., M.H.
Beliau merupakan salah satu Sub - Direktorat Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2) Muhammad Fandrian, S.H., M.H.
Beliau sebagai Advokat di LBH PUK SPKEP SPSI PTFI, Rekan di Edigurning
& Partner Law Firm, dan Pengajar (Dosen) di Universitas Pamulang.
6 Ibid.
7 Ibid., h. 10.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah dikumpulkan oleh
pihak lain atau dari bahan pustaka.8 Diperoleh melalui:
1) Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan-bahan yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah
dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak
dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan yang
hingga kini masih berlaku.9
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang  memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. 10 Penulis menggunakan literatur terkait dengan
proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ketenagakerjaan, arbitrase dan
alternatif penyelesaian sengketa.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.11 Bahan hukum tersier yang
digunakan tulisan-tulisan dari website yang tersedia dari internet.
5. Cara Pengumpulan Data
a. Studi kepustakaan
Dilakukan di Perpustakaan FH, Universitas Trisakti.
b. Wawancara
Dilakukan dengan  narasumber yang dinilai memiliki pemahaman atau kompetensi
di bidang perselisihan hubungan industrial.
6. Analisis Data
Data dianalisis secara kualitatif, dengan cara memahami atau mengerti setiap gejala yang
diteliti.12 Hal ini didasarkan atas macam, sifat dan kompleksitas data yang diperoleh tidak
dapat dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif yang sangat erat hubungannya
dengan pencatatan serta pengolahan data dengan mencari nilai rata-rata, nilai tengah
8 Ibid., h. 12.
9 Ibid., h. 10.
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid., h. 32.
maupun nilai terbesar dari suatu kelompok.13 Hal ini juga dilatarbelakangi atas beragamnya
data sehingga memerlukan informasi yang mendalam untuk menganalisis data secara
mendalam (kualitatif).
7. Cara Penarikan Kesimpulan
Penelitian hukum ini menggunakan cara penarikan kesimpulan deduktif, yaitu kegiatan
berpikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.14
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Kesesuaian Proses Penyelesaian Perselisihan Hak yang Terjadi di Lingkungan PT
Freeport Indonesia pada Tanggal 27 September 2014 hingga 21 Februari 2015 dengan
Peraturan yang Berlaku
a. Perundingan Bipartit
Pasal 3 Ayat (1) UU PPHI menempatkan perundingan bipartit sebagai prosedur
wajib yang harus dilalui dalam usaha menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
sebelum ditempuh upaya lain seperti penyelesaian melalui konsiliasi, arbitrase, mediasi
ataupun mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.15
Para Pihak telah mengupayakan penyelesaian perselisihan dengan jalan melakukan
perundingan bipartit terlebih dahulu, dan menghasilkan Kesepakatan New Era tanggal
31 Oktober 2014, tetapi tidak menyelesaikan pokok permasalahan melainkan
menyepakati lembaga tripartit untuk menyelesaikan perselisihan hak yang terjadi.
Implikasinya, Perundingan Bipartit yang tidak menyelesaikan pokok permasalahan
termasuk dalam perundingan bipartit yang gagal.
b. Arbitrase
Arbitrase yang dibentuk dilakukan dengan adanya Kesepakatan New Era sebagai
dasar perjanjian arbitrase yang berbentuk Akta Kompromis. Setelah adanya Kesepakatan
New Era tanggal 31 Oktober 2014, Para Pihak kemudian membentuk perjanjian berupa
Kesepakatan Penunjukan Panel Arbiter untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi.
Arbiter tersebut kemudian telah memberikan putusan yang dianggap menyelesaikan
perselisihan yang terjadi.
13 Ibid., h. 270.
14 Izhar, “Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan
Konteks dan Referensi Pragmatik” (On-line), tersedia di: https://media.neliti.com/media/publications/165448-ID-
mengidentifikasi-cara-berpikir-deduktif.pdf (17 Maret 2018).
15 R. Goenawan, Op.Cit., h. 100.
Prosedur penyelesaian perselisihan hak antara Para Pihak melalui perundingan bipartit,
telah sesuai dengan UU PPHI. Apabila perundingan bipartit tidak menghasilkan kesepakatan
berupa penyelesaian pokok perselisihan, maka Para Pihak dapat memilih lembaga tripartit
dalam menyelesaikan perselisihan hak tersebut.
Perjanjian arbitrase yang dibuat Para Pihak, tidak memenuhi syarat sah perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, menyatakan perjanjian adalah sah apabila
adanya kata sepakat, adanya kecapakapan para pihak, adanya objek tertentu yang
diperjanjikan, adanya kausa yang halal/tidak bertentangan dengan peraturan perundangan
yang berlaku. 16 Perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak dalam menyepakati lembaga
arbitrase sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hak yang terjadi adalah bertentangan
dengan Pasal 29 UU PPHI, yang secara eksplisit menyatakan bahwa perselisihan hak bukan
merupakan kewenangan arbitrase.17
Proses penyelesaian perselisihan hak ini menjadi tidak sesuai dengan peraturan
perundangan, karena setelah kegagalan perundingan bipartit Para Pihak malah memilih
lembaga arbitrase sebagai lembaga tripartit penyelesai perselisihan yang terjadi. Hal ini
bertentangan dengan proses penyelesaian perselisihan hak setelah adanya kegagalan
perundingan bipartit, yaitu wajib dilakukan melalui lembaga tripartit berupa mediasi yang
berwenang menyelesaikan seluruh jenis perselisihan hubungan industrial.18
Pasal 4 ayat (6) memberikan kewenangan bagi Arbitrase Hubungan Industrial dalam
menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dan serikat
buruh dalam satu perusahaan.19 Lembaga tripartit yang telah disebutkan diatas, menjelaskan
bahwa perselisihan hak bukan merupakan jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui
konsiliasi ataupun arbitrase, melainkan hanya dapat diselesaikan melalui mediasi. Pasal 1
angka 11 UU PPHI, yang menyatakan bahwa mediasi berwenang menyelesaikan seluruh
jenis perselisihan hubungan industrial termasuk perselisihan hak.20
16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Op.Cit., Pasal 29.
18 R. Goenawan Oetomo, Op.Cit., h. 106.
19 Ibid., Pasal 4 Ayat (6). Lihat juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Op.Cit., Pasal 1 Angka 15.
20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Op.Cit., Pasal 4 Ayat (5). Lihat juga Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2004, Op.Cit., Pasal 1 Angka 11.
2. Kesesuaian Putusan Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Perselisihan  Hubungan
Industrial di Lingkungan PT Freeport Indonesia Tanggal 21 Februari 2015 dengan
Ketentuan UU PPHI dan Kekuatan Mengikat bagi Para Pihak
UU PPHI telah mengatur secara imperatif bahwa arbiter yang berwenang mengadili
perkara perselisihan hubungan industrial adalah arbiter hubungan industrial yang telah
mendapatkan lisensi/izin dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Dalam
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi dengan menggunakan lembaga
arbitrase.
1. Legalitas Arbiter Hubungan Industrial
Berikut dipaparkan data Arbiter Hubungan Industrial Tahun 2015
Tabel I
Daftar Arbiter Hubungan Industrial Tahun 2015 21
No. PROVINSI/KOTA NAMA No. SK
1. Naggroe Aceh
Darussalam
Ibrahim Marsian, S.H. Nomor : KEP – 326/MEN/IX/2006
Rumainur, S.H. Nomor : KEP – 326/MEN/IX/2006
2. Sumatera Utara Lukmanul Hakim, S.H. Nomor : KEP – 328/MEN/IX/2006
3. Sumatera Barat Epi Radisman, S.H. Nomor : KEP – 327/MEN/IX/2006
4. Riau - -
5. Jambi - -
6. Sumatera Selatan Samsi, S.H. Nomor : KEP – 330/MEN/IX/2006
7. Bangka Belitung Untung Prayitno, S.H. Nomor : KEP – 41/MEN/I/2006
Edy Purwanto, S.H. Nomor : KEP – 41/MEN/I/2006
Drs. Djunaedi Djafar, M.B.A.,
M.M.
Nomor : KEP – 332/MEN/IX/2006
8. Bengkulu Guntur Alam, S.H. Nomor : KEP – 328/MEN/IX/2006
9. Lampung Dr. H. M. Siregar, S.H., M.H. Nomor : KEP – 331/MEN/IX/2006
H. Zainal Arifin, S.H. Nomor : KEP – 331/MEN/IX/2006
R. Iwan A Meeroeddin, M.G.S.,Nomor : KEP – 331/MEN/IX/2006
21 Faisal Izza, pesan elektronik kepada Penulis, 12 Oktober 2018.
S.H.
10. DKI Jakarta Ganti Saut Sianturi, S.H. Nomor : KEP – 34/MEN/I/2006
Teguh Iskandar Zulkarnain,
S.H., M.H.
Nomor : KEP – 333/MEN/IX/2006
Ajat Sudrajat, S.H. Nomor : KEP – 333/MEN/IX/2006
T. Sulaiman, S.H. Nomor : KEP – 333/MEN/IX/2006
Amiruddin Latief, BSBA, CCP,
M.M.
Nomor : KEP – 333/MEN/IX/2006
11. Jawa Barat Yusarman, S.H., M.M. Nomor : KEP – 43/MEN/I/2006
H. Yoyok Soetoyo, S.H. Nomor : KEP – 43/MEN/I/2006
Halim Sambas, S.H., M.M. Nomor : KEP – 43/MEN/I/2006
Gindo H. Sirait, S.E., M.M. Nomor : KEP – 43/MEN/I/2006
Richard Sinurat, S.H. Nomor : KEP – 43/MEN/I/2006
Tri Santoso, S.H., M.B.A. Nomor : KEP – 43/MEN/I/2006
Edi Rusandi, S.E., M.M. Nomor : KEP – 335/MEN/IX/2006
12. Banten Antonius M. Purba, S.E. Nomor : KEP – 334/MEN/IX/2006
M. Tommy Budiyanto, S.T. Nomor : KEP – 334/MEN/IX/2006
13. Jawa Tengah H. Soedadyo, S.H. Nomor : KEP – 336/MEN/IX/2006
Agoes Soejono, S.H, Nomor : KEP – 42/MEN/I/2006
I Ketut Sudinga, S.H. Nomor : KEP – 42/MEN/I/2006
14. DI Yogyakarta - -
15. Jawa Timur Drs. Soetikno, M.M. Nomor : KEP – 37/MEN/I/2006
Drs. Subijanto Nomor : KEP – 337/MEN/IX/2006
Tedjo Asmo Sugeng, S.H. Nomor : KEP – 337/MEN/IX/2006
Syamsul Munir, S.H., M.H. Nomor : KEP – 337/MEN/IX/2006
Drs. Tjipto Wardoyo Nomor : KEP – 337/MEN/IX/2006
Suhadi, S.H. Nomor : KEP – 337/MEN/IX/2006
16. Kalimantan Barat Supriadi, S.H. Nomor : KEP – 44/MEN/I/2006
17. Kalimantan Tengah - -
18. Kalimantan Utara - -
19. Kalimantan Selatan Drs. Achmad Yamami Nomor : KEP – 35/MEN/I/2006
Ny. Hj. Lenny Wellyhani, S.H.,
M.H.
Nomor : KEP – 340/MEN/IX/2006
Mohammad Herman, S.H. Nomor : KEP – 340/MEN/IX/2006
Siswansyah, S.E. Nomor : KEP – 340/MEN/IX/2006
H. Baharuddin, S.H. Nomor : KEP – 340/MEN/IX/2006
20. Kalimantan Timur H. Kasdi Herjanto, S.E. Nomor : KEP – 36/MEN/I/2006
21. Sulawesi Utara Jhony Lieke, S.H. Nomor : KEP – 47/MEN/I/2006
Kisman Lausu, S.H. Nomor: KEP-342/MEN/IX/2006
Jansen Henrie Ponto, S.E. Nomor : KEP – 342/MEN/IX/2006
Jantje Rumegang, S.H. Nomor : KEP – 342/MEN/IX/2006
22. Gorontalo Rustam Dunggio, S.H. Nomor : KEP – 33/MEN/I/2006
Anwar Rani, S.H. Nomor : KEP – 33/MEN/I/2006
23. Sulawesi Tengah - -
24. Sulawesi Selatan Ir. Muhiddin Nasir Nomor : KEP – 38/MEN/I/2006
Drs. Jawarman Musa, S.H.,
M.Si., S.Pd.
Nomor : KEP – 38/MEN/I/2006
Ir. Khaeruddin Jafar Nomor : KEP – 341/MEN/IX/2006
25. Sulawesi Barat - -
26. Sulawesi Tenggara - -
27. Bali I Wayan Madra, S.H. Nomor : KEP – 45/MEN/I/2006
28. Nusa Tenggara Barat Azhabuddin Nomor : KEP – 39/MEN/I/2006
29. Nusa Tenggara TimurDrs. Filipus Nau Nomor : KEP – 339/MEN/IX/2006
30. Maluku - -
31. Maluku Utara - -
32. Papua - -
33. Papua Barat Sirajudin, S.H. Nomor : KEP – 343/MEN/IX/2006
Djuned Eduard Nanlohy, S.H. Nomor : KEP – 343/MEN/IX/2006
Kurnia, S.H. Nomor : KEP – 343/MEN/IX/2006
Dady Narwawan, S.H. Nomor : KEP – 343/MEN/IX/2006
Abdul Samar, S.H. Nomor : KEP – 343/MEN/IX/2006
34. Kepulauan Riau Ampuan Situmeang, S.H., M.H.Nomor : KEP – 47/MEN/I/2006
Pembentukan arbitrase yang dilakukan oleh Para Pihak secara ad-hoc, telah
menunjuk Bapak Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak dan Bapak R. Abdullah sebagai
anggota Panel Arbitrase Khusus, kemudian keduanya menunjuk Ibu Myra M. Hanartani,
S.H., M.A., sebagai ketua merangkap anggota. Berdasarkan daftar tabel diatas, maka
ketiga arbiter tidak termasuk dalam Arbiter Hubungan Industrial yang mendapatkan
lisensi dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sehingga tidak
berwenang mengadili perselisihan hubungan industrial yang terjadi karena telah
melanggar syarat formil penunjukan arbiter yang berhak mengadili perkara hubungan
industrial yang terjadi.
Pasal 30 ayat (1) UU PPHI tegas mengatur bahwa arbiter yang berwenang
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial haruslah arbiter yang telah ditetapkan
oleh Menteri.22 Menurut Bapak Muhammad Fandrian, S.H., M.H., sifat dalam ketentuan
ini imperatif dan komulatif, artinya seluruh arbiter yang hendak dibentuk dalam arbitrase
haruslah yang ditetapkan oleh Menteri. Setelah menempuh pendidikan untuk menjadi
seorang arbiter, baru dapat dimintakan penunjukan/penetapan oleh Menteri untuk
menjadi Arbiter Hubungan Industrial.23 Pasal 30 ayat (1) UU PPHI ini mempunyai
tujuan agar kepentingan masyarakat dapat terlindungi, oleh karena itu tidak setiap orang
dapat bertindak sebagai arbiter.24 Secara formil panel arbiter yang telah dibentuk dan
22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Op.Cit., Pasal 30 Ayat (1).
23 Muhammad Fandrian, wawancara dengan penulis, Kantor Pimpinan Pusat SPKEP SPSI,
Ruko Cempaka Mas, Jakarta, 26 Maret 2018.
24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Op.Cit., Penjelasan Pasal 30 Ayat (1).
dipilih oleh Para Pihak dalam hal ini seluruhnya tidak berwenang dalam menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Implikasinya, maka Arbitrase Khusus
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Lingkungan PT Freeport Indonesia
yang telah dibentuk oleh para pihak dalam menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial terbahas tidaklah memenuhi ketentuan UU PPHI. Sehingga secara legal
formal, arbitrase yang telah dibentuk menjadi tidak sah dan tidak berwenang dalam
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara PT Freeport
Indonesia dan Para Pekerja yang diwakili oleh PUK SPKEP SPSI PTFI.
Pembentukan Arbitrase yang tidak sesuai dengan UU PPHI berimplikasi pada
tidak adanya lembaga/forum penyelesaian Arbitrase Hubungan Industrial yang dianggap
telah terbentuk berdasarkan UU PPHI. Dengan kata lain, tidak adanya eksistensi dari
Arbitrase Hubungan Industrial meskipun Para Pihak menganggap Lembaga Arbitrase ini
telah terbentuk. Putusan yang telah dikeluarkan oleh Panel Arbitrase Khusus ini menjadi
tidak sesuai dengan peraturan perundangan, karena tidak dikeluarkan oleh Lembaga
Arbitrase Hubungan Industrial yang memenuhi persyaratan formil terkait pembentukan
Arbitrase Hubungan Industrial. Produk putusan Arbitrase ini pada dasarnya bukan
keputusan Arbitrase Hubungan Industrial karena tidak adanya eksistensi Arbitrase
Hubungan Industrial, ekstrimnya keputusan yang disepakati Para Pihak tidak lebih dari
kesepakatan bersama seperti dalam perundingan bipartit.
2. Bentuk Formil Putusan Arbitrase Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial
Keputusan Panel Arbitrase Khusus ini diawali dengan kepala putusan dengan irah-
irah berbunyi “DEMI KEADILAN DAN KEHARMONISAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DI PT FREEPORT INDONESIA”.25 Pasal 50 Ayat (1) huruf a. UU
PPHI mengatur bahwa putusan arbitrase memuat kepala putusan yang berbunyi “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 26 Hal ini
25 Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Hubungan Industrial di Lingkungan PT Freeport
Indonesia, Op.Cit., h. 1.
26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Op.Cit., Pasal 50 Ayat (1).
menjadi jelas bahwa irah-irah Keputusan Panel Arbitrase Khusus tersebut tidak sesuai
dengan ketentuan UU PPHI. Tidak adanya kesesuaian irah-irah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 UU PPHI tersebut, mengakibatkan putusan arbitrase tidak memiliki
kekuatan eksekutorial dan batal demi hukum karena kepala putusan tidak sesuai dengan
ketentuan UU PPHI.
Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2 Januari
2003, dimana Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menggunakan
irah-irah: “Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, adalah cacat
hukum dan dinyatakan batal demi hukum, karena telah melampaui kewenangannya
berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan
Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.27 Lembaga yang tidak diwajibkan oleh
undang-undang untuk menggunakan irah-irah pada kepala putusan tetapi justru
mencantumkan irah-irah tersebut pada kepala putusan, oleh Mahkamah Agung
dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum. Sebaliknya, suatu lembaga yang dapat
mengeluarkan putusan dan diwajibkan oleh undang-undang untuk memuat irah-irah
tersebut tetapi pada nyatanya tidak memuat irah-irah tersebut, maka secara a contrario
dapat juga dikonstruksikan bahwa putusan tersebut adalah cacat hukum dan batal demi
hukum.
Pasal 197 Ayat (1) huruf a. KUHAP jo. Pasal 197 Ayat (2) KUHAP, yang
mewajibkan pada kepala putusan pengadilan dituliskan irah-irah berbunyi “DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, dimana
kelalaian pencantuman irah-irah berakibat batal demi hukum. 28 Jika dilakukan
penafsiran/interpretasi dengan metode sistematis yaitu metode penafsiran dengan cara
mengaitkan dengan kaidah hukum di tempat lain yang bersangkutan atau ada kaitannya
27 Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002.
28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 197 Ayat (1)
huruf. a jo. Pasal 197 Ayat (2).
dengan ketentuan yang sedang ditafsir,29 maka dapat ditafsirkan bahwa putusan yang
tidak memuat kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” adalah batal demi hukum, berarti dari awal
dianggap tidak pernah ada.30 Putusan berimplikasi pada tidak adanya kekuatan hukum
yang mengikat terhadap para pihak yang berselisih.
Pasal 51 Ayat (1) UU PPHI menegaskan putusan arbitrase mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat
akhir dan tetap31, sejalan dengan itu Pasal 51 Ayat (2) mengatur bahwa putusan arbitrase
didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah
arbiter menetapkan putusan. 32 Dalam hal ini, para pihak yang berselisih tidak
mendaftarkan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (2) UU PPHI
tersebut.33
3. Kompetensi Lembaga Arbitrase Hubungan Industrial
Menurut Penulis, perselisihan yang terjadi antara Para Pihak adalah perselisihan
hak, hal ini ditandai adanya penuntutan hak yang dilakukan oleh Para Pekerja melalui
cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan untuk menuntut hak Para
Pekerja yang menjadi korban kecelakaan kerja, serta tuntutan untuk mengganti Pihak
Manajemen PTFI yang dinilai oleh Para Pekerja tidak melaksanakan kewajibannya
dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mogok kerja yang dilakukan tidak
sah dan bertentangan dengan peraturan perundangan dan Perjanjian Kerja Bersama yang
telah dibuat oleh Para Pekerja dengan PT Freeport Indonesia.34
29 Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan
Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1999), h. 102.
30 R. Soebekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2008), h. 20.
31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Op.Cit., Pasal 51 Ayat (1).
32 Ibid., Pasal 51 Ayat (2).
33 Muhammad Fandrian, pesan singkat kepada Penulis, tanggal 29 Juni 2018.
34 Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan, dalam Huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, Angka 2. Perdata Khusus, bagian
Pengadilan Hubungan Industrial yang menyatakan bahwa perselisihan mengenai pelanggaran
Perjanjian Kerja Bersama termasuk dalam perselisihan hak.
Bapak Muhammad Fandrian, S.H., M.H., menyatakan secara nyata/de facto-nya
arbitrase yang dilakukan dan disepakati Para Pihak tidak didasarkan atas perselisihan
kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam suatu perusahaan.
Konsekuensi hukumnya, arbitrase yang dilakukan tidak memenuhi syarat sebagaimana
diatur dalam Pasal 29 UU PPHI. 35
Proses penyelesaian perselisihan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku, karena Arbitrase Hubungan Industrial tidaklah berwenang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial yang terjadi karena
lingkup kewenangan Arbitrase Hubungan Industrial secara limitatif hanya dapat
memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan kepentingan dan perselisihan antara
serikat pekerja/serikat buruh di satu perusahaan.
Dalam Putusan MA Nomor 059K/PDT.SUS yang menguatkan Putusan Judex
Facti (Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan Nomor 245/G/2009/PHI-Sby),
menyatakan bahwa Arbitrase Hubungan Industrial hanya berwenang memeriksa dan
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan kepentingan dan
perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Hal ini semakin
menegaskan bahwa, perselisihan hubungan industrial yang dihadapi oleh para pihak
tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase Hubungan Industrial, karena perkara terbahas
tidak termasuk dalam kewenangan Arbitrase Hubungan Industrial yang diatur dalam UU
PPHI.36
Bapak Muhammad Fandrian, S.H., M.H., menegaskan, bahwa putusan Arbitrase
tersebut secara nyata dijalani oleh Para Pihak, meskipun begitu banyak pelanggaran
formil yang terjadi dalam proses penyelesaian perselisihan ini. Bapak Muhammad
Fandrian, S.H., M.H., menegaskan, putusan panel arbitrase ini telah menghasilkan
putusan yang lebih berkeadilan daripada putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang
35 Muhammad Fandrian, wawancara dengan penulis, Kantor Pimpinan Pusat SPKEP SPSI,
Ruko Cempaka Mas, Jakarta, 26 Maret 2018.
36 Putusan Mahkamah Agung Nomor 059K/Pdt.Sus/2011, h. 14.
mayoritas memutus hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja apabila terjadi
perselisihan yang kemudian diikuti dengan mogok kerja yang tidak sah.37
Dalam putusan poin pertama, 38 secara materil, dikaji berdasarkan UU
Ketenagakerjaan, untuk dapat dikategorikan sebagai mogok kerja yang sah antara lain
wajib menyampaikan pemberitahuan mogok kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
kepada pengusaha dan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan sebelum melakukan mogok kerja.39 Dalam hal ini mogok kerja yang
terjadi tidak dilakukan penyampaian/pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang
bertanggung jawab, sehingga dapat dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah.
Putusan dalam poin pertama Panel Arbitrase Khusus telah sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Pada poin kedua,40 dalam UU Ketenagakerjaan, akibat mogok kerja tidak sah dapat
dikategorikan sebagai perbuatan mangkir. 41 Dalam Pasal 168 UU Ketenagakerjaan
menyatakan bahwa mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa alasan sah
dapat diputus hubungan kerjanya dengan diskualifikasi mengundurkan diri. 42 Frasa
“dapat” dalam bunyi pasal tersebut bersifat fakultatif, artinya setiap perbuatan mangkir
yang dilakukan oleh pekerja tidak serta merta menjadikan putusnya hubungan kerja
dengan kualifikasi mengundurkan diri, melainkan pengusaha tetap dapat
mempertahankan hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja. Hal ini menjadikan
poin kedua Putusan Panel Arbitrase Khusus secara materil telah sesuai dengan peraturan
perundangan.
37 Muhammad Fandrian, wawancara dengan penulis, Kantor Pimpinan Pusat SPKEP SPSI,
Ruko Cempaka Mas, Jakarta, 26 Maret 2018.
38 Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Hubungan Industrial di Lingkungan PT Freeport
Indonesia, Op.Cit., h. 11.
39 Koesparmono Irsan dan Armansyah, Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar, (Jakarta:
Penerbit Erlangga, 2006), h. 141. Lihat juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Op.Cit., Pasal
139, Pasal 140 dan Pasal 141.
40 Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Hubungan Industrial di Lingkungan PT Freeport
Indonesia, Loc.Cit.
41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Op.Cit., Pasal 142. Lihat juga Keputusan Menteri
No: Kep. 232/Men/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Tidak Sah, yang menyatakan bahwa
mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dikategorikan sebagai perbuatan mangkir.
42 Ibid., Pasal 168.
Pada poin ketiga, 43 mogok kerja yang terjadi memang dikategorikan sebagai
mogok kerja yang tidak sah, karena tidak dilakukan penyampaian pemberitahuan mogok
kerja dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada PT Freeport Indonesia dan
Disnakertrans. Sehingga poin ketiga Putusan Panel Arbitrase Khusus telah sesuai
dengan UU Ketenagakerjaan, secara khusus Pasal 139, Pasal 140, dan Pasal 141.44
Dalam poin keempat,45 secara materil putusan ini telah sesuai dengan Pasal 93 ayat
(1) UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa upah tidak dibayar apabila
pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan,46 dengan pengecualian apabila pekerja/buruh
yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena kesalahannya.47
Berkaitan dengan putusan tersebut, dengan tidak dibayarnya upah oleh PT Freeport
Indonesia kepada Para Pekerja yang menolak untuk bekerja secara materil tidak
bertentangan dan telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.
Dalam poin kelima,48 secara materil putusan ini telah sesuai dengan Pasal 93 ayat
(1) UU Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa upah tidak dibayar apabila
pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan,49 dengan pengecualian apabila pekerja/buruh
yang bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena kesalahannya.50
Berkaitan dengan putusan tersebut, dengan tidak dibayarnya upah oleh PT Freeport
Indonesia kepada Para Pekerja yang menolak untuk bekerja secara materil tidak
bertentangan dan telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan Surat
Peringatan, Pasal 161 UU Ketenagakerjaan juga tidak melarang Pengusaha dalam
memberikan surat peringatan apabila pekerja melakukan pelanggaran kerja.51
43 Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Hubungan Industrial di Lingkungan PT Freeport
Indonesia, Loc.Cit.
44 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Op.Cit., Pasal 139, Pasal 140 dan Pasal 141.
45 Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Hubungan Industrial di Lingkungan PT Freeport
Indonesia, Loc.Cit..
46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Op.Cit., Pasal 93 ayat (1).
47 Ibid., Penjelasan Pasal 93 ayat (1).
48 Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Hubungan Industrial di Lingkungan PT Freeport
Indonesia, Op.Cit., h. 12.
49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Op.Cit., Pasal 93 ayat (1).
50 Ibid., Penjelasan Pasal 93 ayat (1).
51 Ibid., Pasal 161.
D. Kesimpulan dan Saran
Proses penyelesaian perselisihan hak yang terjadi dengan membentuk Panel
Arbitrase Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Lingkungan PT
Freeport Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan proses penyelesaian perselisihan hak
menurut UU PPHI yang seharusnya menyelesaikan perselisihan tersebut melalui forum
mediasi setelah adanya kegagalan perundingan bipartit.
Putusan Panel Arbitrase Khusus Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di
Lingkungan PT Freeport Indonesia Tanggal 21 Februari 2015 adalah tidak sah dan tidak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PPHI, karena pada dasarnya tidak
terdapat eksistensi Arbitrase Hubungan Industrial yang sah dan sesuai dengan UU PPHI
(Arbiter yang ditunjuk bukan merupakan Arbiter Hubungan Industrial yang terlisensi,
sehingga putusan tersebut dikeluarkan bukan oleh Arbitrase Hubungan Industrial).
Putusan tersebut dapat juga dikatakan batal demi hukum karena tidak memuat irah-irah
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
Sehingga putusannya arbiter tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.
Penulis berpendapat bahwa untuk memperkuat dan mendapatkan kekuatan
eksekutorial terhadap putusan yang telah dibuat melalui Panel Arbitrase Khusus,
sebaiknya hasil keputusan tersebut dituangkan ke dalam suatu perjanjian bersama seperti
dalam perundingan bipartit, kemudian perjanjian bersama tersebut didaftarkan ke
Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga apabila satu pihak enggan menjalankan
perjanjian, dapat dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial.
Sebaiknya dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU PPHI (Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
Meskipun penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Lembaga Arbitrase
Hubungan Industrial jarang ditempuh oleh para pihak yang berselisih, sebaiknya dibuka
terhadap semua jenis perselisihan hubungan industrial untuk dapat diselesaikan melalui
Arbitrase Hubungan Industrial, sehingga Arbitrase Hubungan Industrial dapat
berwenang dalam menyelesaikan perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan
kerja. Mengingat bahwa putusan arbitrase dalam penelitian ini dipatuhi dan
dilaksanakan oleh para pihak. Minimnya peran pemerintah dalam Lembaga Arbitrase
Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi tidak menjadikan
putusan memiliki jaminan untuk tidak berkeadilan, sebaliknya apabila dilakukan dengan
profesional penulis berpendapat dapat menghasilkan putusan yang lebih berkeadilan
bagi para pihak yang berselisih. Sifat final and binding dalam Lembaga Arbitrase
Hubungan Industrial merupakan poin tambah yang patut dipertimbangkan sebagai
lembaga penyelesai perselisihan secara efektif dan efisien.
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